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3NASIONAL
14 MOBIL DAN LIMA SEPEDA
MOTOR BAKAL DILELANG KPK
Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi (KPK) bakal 
melelang sebanyak 
14 unit mobil dan 5 
unit sepeda motor 
pada lelang non-
eksekusi wajib 
barang milik negara.

Jakarta, HanTer - Pelak-
sana Tugas (Plt.) Juru Bica-
ra KPK Ali Fikri menyebut-
kan lelang non-eksekusi 
wajib ialah lelang untuk 
melaksanakan penjualan 
barang yang oleh peraturan 
perundang-undangan harus 
menjualnya secara lelang.

“KPK mengajak masya-
rakat untuk berpartisipasi 
pada lelang non-eksekusi 
wajib barang milik negara. 
Pada kesempatan ini, KPK 
akan melelang sebanyak 14 
unit mobil dan 5 unit sepeda 
motor,” ujarnya di Jakarta, 
kemarin.

Ali menyebutkan lelang 
non-eksekusi wajib ialah 
lelang untuk melaksanakan 
penjualan barang yang oleh 
peraturan perundang-un-
dangan harus menjualnya 
secara lelang.

Terdapat 18 lelang yang 
masuk ke dalam kategori 
lelang non-eksekusi, salah 
satunya adalah pengha-
pusan barang milik negara.

ALI FIKRI

LILI PINTAULI SIREGAR

ISTIMEWA

ISTIMEWA

“Metode lelang yang 
akan digunakan kali ini 
ialah penawaran daring 
secara tertutup (closed bid-
ding) atas barang bergerak 
dalam kondisi apa adanya. 
Pelaksanaannya akan di-
laksanakan pada hari Senin 
(4/7/2022) dan batas akhir 
penawaran pada hari Rabu 
(6/7/2022) pukul 10.45 

WIB (waktu server),” ucap 
Ali.

Sebelum mengikuti le-
lang, kata dia, KPK akan 
melakukan open house agar 
para calon peserta bisa me-
lihat objek lelang, baik jenis 
barang maupun merek/tipe, 
pada hari Senin (4/7/2022) 
mulai pukul 14.00—17.00 
WIB di Gedung Pusat Edu-

kasi Antikorupsi (ACLC) 
KPK, Jakarta.

“Jika sudah mendapat-
kan barang incaran, ca-
lon peserta harus memiliki 
akun yang telah terverifi kasi 
pada website www.lelang.
go.id,” kata Ali.

Selanjutnya, calon pe-
serta harus menyetorkan 
nominal jaminan ke reke-

ning virtual account sesuai 
dengan jumlah yang sudah 
disyaratkan.

Selain itu, jaminan harus 
sudah efektif diterima oleh 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) 
selambat-lambatnya 1 hari 
sebelum pelaksanaan lelang.

“Segala biaya yang tim-
bul karena mekanisme per-
bankan menjadi beban pe-
serta lelang,” ucapnya.

Pada hari pelaksanaan 
lelang, masyarakat bisa 
langsung mengakses laman 
www.lelang.go.id pada wak-
tu yang telah ditentukan dan 
pemenang akan diumumkan 
setelah batas akhir penawa-
ran dilakukan.

“Seluruh hasil lelang 
selanjutnya akan disetorkan 
menjadi pemasukan Kas 
Negara,” ujarnya. 
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Jakarta, HanTer - Menteri 
Koordinator Bidang Poli-
tik, Hukum, dan Keamanan 
Mahfud MD mengatakan 
bahwa Balai Rehabilitasi 
Narkotika, Psikotropika, dan 
Zat adiktif (Napza) Adhyaksa 
mendukung penerapan kea-
dilan restoratif  atau restora-
tif justice (RJ) dalam perkara 
tindak pidana narkotika.

“Saya ingin menggaris-
bawahi bahwa pembentu-
kan Balai Rehabilitasi Ad-
hyaksa sebagai penerapan 
keadilan restoratif, yang 
tidak hanya diatur dalam 
tataran normatif dan kon-
septual belaka, tetapi juga 
dapat dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat secara 
langsung,” ujar  Mahfud 
ketika meresmikan Balai Re-
habilitasi Napza Adhyaksa 
di Bandung, kemarin.

Dalam keterangan-
nya, Mahfud mengatakan 
bahwa kejaksaan sudah me-
mulai tonggak bersejarah 
dan pihak mana pun da-
pat memfasilitasi pendirian 
balai rehabilitasi sebagai 
upaya bersama dalam rangka 
menyelamatkan generasi 
muda.

“Saya berharap balai re-
habilitasi ini didukung oleh 
pemerintah daerah seluruh 
Indonesia sebagai upaya 
implementasi dan menjadi 
sumbangsih bagi pengguna 
dan penyalahgunaan korban 
Napza,” ujar Mahfud.

Rehabilitasi itu untuk 
memulihkan penyalahguna 
narkotika dengan harapan 
setelah selesai menjalani 
rehabilitasi, penyalahguna 
dapat pulih dari ketergan-
tungan pada narkotika, pulih 
secara fisik, mental, dan 
dapat diterima kembali di 

lingkungan sosialnya.
Mahfud menjelaskan 

bahwa berdasarkan data dari 
Sistem Database Pemasya-
rakatan (SDP) Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
(Ditjenpas) Kementerian 
Hukum dan HAM per Juni 
2022, penghuni di lemba-
ga pemasyarakatan (lapas) 
dan rumah tahanan negara 
(rutan) di Indonesia menca-
pai 278.487 orang dengan 
kapasitas lapas dan rutan 
di Indonesia hanya dapat 
menampung 132.107 orang.

Dengan kata lain, ting-
kat kepadatan hunian la-
pas dan rutan mencapai 211 
persen dari kapasitas yang 
seharusnya. Sementara itu, 
terpidana narkotika men-
jadi penyumbang terbesar 
penghuni lapas dan rutan, 

yaitu 138.501 orang tahanan/
narapidana atau sebesar 49,7 
persen.

“Fenomena overcapacity 
tersebut menyebabkan fung-

si pembinaan bagi warga 
binaan pemasyarakatan 
menjadi tidak optimal dan 
secara tidak langsung ber-
dampak pada tidak berim-

bangnya jumlah petugas/
tenaga keamanan di lapas 
dengan jumlah penghuni 
Lapas,” ujarnya. 
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Jakarta,  HanTer - 
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengonfi r-
masi empat saksi perihal 
proses transaksi jual beli 
dalam pengadaan gas alam 
cair (LNG) di PT Pertamina 
(Persero) tahun 2011-2021.

Empat saksi, yaitu 
mantan Direktur Utama 
(Dirut) PT Pertamina Dwi 
Soetjipto, mantan Dirut 
PT PLN (Persero) Nur Pa-
mudji, Dewan Komisaris 
PT Pertamina 2010-2013 
Evita Herawati Legowo, 
dan dosen Institut Perta-
nian Bogor (IPB) Anny Rat-
nawati. “Para saksi hadir 
dan dikonfirmasi, antara 
lain, terkait dengan pro-
ses transaksi jual beli da-
lam pengadaan LNG di PT 
PTMN (Pertamina) tahun 
2011-2021,” ujar Pelaksana 
Tugas (Plt.) Juru Bicara 
KPK Ali Fikri di Jakarta, 
kemarin.

KPK memeriksa keem-
patnya di Gedung KPK, Ja-
karta, Kamis (30/6/2022) 
dalam penyidikan kasus 

dugaan korupsi pengada-
an LNG di PT Pertamina 
(Persero) tahun 2011-2021.

Sebelumnya,  KPK 
membenarkan sedang 
menyidik kasus dugaan 
korupsi pengadaan LNG 
di PT Pertamina. Pengu-
muman terkait pihak ter-
sangka, kronologi dugaan 
perbuatan korupsi, dan 
pasal yang disangkakan 
akan disampaikan KPK 
ketika upaya paksa penang-
kapan maupun penahanan 
dilakukan.

Dalam penyidikan ka-
sus itu, KPK juga telah 
memeriksa sejumlah saksi 
di antaranya pegawai PT 
Pertamina. KPK mengon-
firmasi mereka perihal 
proses awal dilakukannya 
pengadaan LNG di PT Per-
tamina.

KPK juga telah men-
gamankan barang bukti 
berupa beberapa dokumen 
yang terkait dengan kasus 
dari penggeledahan di be-
berapa lokasi. 
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Mantan Dirut PLN dan 
Pertamina Diperiksa KPK 
Terkait Kasus LNG

Jakarta,  HanTer - 
Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(Dewas KPK) menggelar si-
dang terkait dugaan pelan-
ggaran etik Wakil Ketua 
KPK Lili Pintauli Siregar 
pada Selasa (5/7/2022).

Lili kembali dilapor-
kan ke Dewas KPK karena 
diduga menerima fasilitas 
akomodasi hotel hingga 
tiket menonton ajang balap 
MotoGP 2022 di Sirkuit 
Internasional Mandali-
ka, Nusa Tenggara Barat 
(NTB) dari salah satu Ba-
dan Usaha Milik Negara 
(BUMN).

“Sidang etik bagi LPS 
(Lili Pintauli Siregar) di-
jadwalkan tanggal 5 Juli 
2022,” ujar Anggota Dewas 
KPK Syamsuddin Haris di 
Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Dewas 
KPK memutuskan untuk 
melanjutkan kasus dugaan 
pelanggaran etik Lili ke 
sidang etik.

Dewas KPK telah men-
gumpulkan bahan kete-
rangan dengan meminta 
keterangan dari sejumlah 
saksi atas dugaan pelan-
ggaran etik Lili tersebut, 
salah satunya dari pihak PT 
Pertamina (Persero).

Sebagaimana peratu-
ran Dewas KPK, sidang 
dugaan pelanggaran etik 
digelar secara tertutup, 
sedangkan pembacaan pu-
tusan akan disampaikan 

secara terbuka.
Lili pernah dijatuhi 

sanksi berat berupa pemo-
tongan gaji pokok sebesar 
40 persen selama 12 bulan 
karena terbukti melakukan 
pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku berupa 
menyalahgunakan penga-
ruh selaku pimpinan KPK 
untuk kepentingan pribadi 
dan berhubungan langsung 
dengan pihak yang per-
karanya sedang ditangani 
KPK, yakni Wali Kota Tan-
jungbalai M Syahrial.

Isu Pengunduran Diri
Disisi lain  Ali Fikri 

menyatakan Lili Pintauli 
Siregar belum mengonfi r-
masi mengenai isu pengun-
duran dirinya dari lembaga 
antirasuah tersebut.

“Informasi yang kami 
peroleh sampai dengan 
saat ini, pimpinan KPK Ibu 
Lili Pintauli Siregar belum 
mengonfi rmasi perihal ter-
sebut,” kata Ali di Jakarta, 
kemarin.

Ali menanggapi adanya 
isu yang mencuat perihal 
pengunduran diri Wakil 
Ketua KPK tersebut jelang 
sidang dugaan pelangga-
ran etik. Ia mengatakan 
bahwa saat ini Lili masih 
masih berkonsentrasi men-
jalankan tugasnya serta 
agenda-agenda penugasan 
lainnya untuk beberapa 
waktu ke depan. 
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Wakil Ketua KPK 
Lili Pintauli Jalani 
Sidang Etik 5 Juli 2022


